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Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024
tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian;

3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Imigrasi.
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3. SOPAP Penyitaan.
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RURI H. ROESMAN
NIP 198409092003121003
PENYITAAN DALAM KEADAAN SANGAT PERLU
Nama SOPAP

DAN MENDESAK

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan
keimigrasian;

Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;

Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;

Memiliki kemampuan administratif;

Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan

Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

o o h Wb

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner; dan




4. Alat tulis kantor.

Peringatan Pencatatan Dan Pendataan

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses penyitaan dalam keadaan sangat | Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik
perlu dan mendesak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)

TENTANG

PENYITAAN DALAM KEADAAN SANGAT PERLU DAN MENDESAK
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1|Membuat ! a. Laporan 1 jam|Konsep Surat Perintah |Dasar hukum dalam membuat Surat
konsep Surat Keimigrasian; Penyitaan Perintah diatur dalam Pasal 64 ayat
Perintah b. Surat Perintah (2) dan ayat (3) serta Pasal 66 Peraturan
Penyitaan Penyidikan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Surat Perintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara
r Tugas; Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian
d¢. Surat jika dilakukan Penyitaan dalam keadaan
- Pemberitahuan sangat perlu dan mendesak
Dimulainya
Penyidikan.
2 |Memeriksa Konsep Surat Perintah |1 jam|Persetujuan Surat
konsep Surat _ Penyitaan Perintah Penyitaan
Perintah
Penyitaan
3 [Menyampaikan - Persetujuan Konsep 1 jam|a. Nota Dinas;
konsep Surat Surat Perintah b. Persetujuan
Perintah Penyitaan Konsep Surat
Penyitaan Ez:;lit;gn
4 |Penandatangan T a. Nota Dinas; 1 jam|Surat Perintah Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS,
an Surat b. Persetujuan Penyitaan maka ditandatangani oleh PPNS dan
Perintah - Konsep Surat atasan mengetahui dengan
Penyitaan Perintah membubuhkan tanda tangan disamping
Y Penyitaan. tanda tangan PPNS
5 [Mencatat Surat a. Surat Perintah 10 |Surat Perintah
Perintah Penyitaah; menit|Penyitaan tercatat

Penyitaan pada
buku register
Surat Perintah
Penyitaan

b. Buku Register
Surat Perintah
Penyitaan.

dalam buku register
Surat Perintah
Penyitaan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)

TENTANG

PENYITAAN DALAM KEADAAN SANGAT PERLU DAN MENDESAK

Melaksanakan a. Laporan 2 jam|a. Barang bukti; Dalam melakukan penyitaan agar
penyitaan Keimigrasian,; ». Berita Acara memperhatikan Pasal 67 dan Pasal 68
terhadap barang v. Surat Perintah Penyitaan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak
bukti Penyidikan; <. Lembar Tanda Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021
«. Surat Perintah Penerimaan. tentang Tata Cara Penyidikan Tindak
Tugas; Pidana Keimigrasian
«. Surat
Pemberitahuan
Dimulainya
Penyidikan;
e. Surat Perintah
Penggeledahan;
" BUrRihgRNtan
Menginventarisa a. Barang bukti dan 2 jam|.. Barang bukti dan
si, alat bukti yang alat bukti yang
mengumpulkan ditemukan terkait ditemukan terkait
dan tindak pidana; tindak pidana;
mengamankan b. Berita Acara b. Berita Acara
barang bukti, Penyitaan. Penyitaan.
dan alat bukti
hasil dari
penyitaan
Membuat a. Laporan 1 jam{Konsep Surat
permohonan Keimigrasian,; Penetapan
konsep Surat v. Surat Perintah Persetujuan Penyitaan
Penetapan Penyidikan; kepada Ketua
Persetujuan «. Surat Perintah Pengadilan Negeri
Penyitaan Tugas; setempat
kepada Ketua o Surat
Pengadilan Pgmberﬂahuan
Negeri setempat Dimulainya
Penyidikan;
e. Surat Perintah
Penyitaan;
+. Berita Acara
Penyitaan; .
¢. Daftar Barang Bukti.
Memeriksa Konsep Surat 1 jam|Persetujuan konsep
permohonan Penetapan Surat Penetapan
konsep Surat Persetujuan Penyitaan Persetujuan
Penetapan kepada Ketua Penyitaan  kepada

Persetujuan

Pengadilan Negeri

Ketua  Pengadilan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)

TENTANG

PENYITAAN DALAM KEADAAN SANGAT PERLU DAN MENDESAK

Penyitaan
kepada Ketua

setempat

Negeri setempat

Pengadilan
Negeri
setempat

10|Menyampaikan Persetujuan konsep |1 jam|a. Nota Dinas;
permohonan Surat Penetapan b. Persetujuan konsep
konsep Surat Persetujuan Surat Penetapan
Penetapan Penyitaan  kepada Persetujuan
Persetujuan Ketua  Pengadilan Penyitaan  kepada
Penyitaan Negeri setempat Ketua  Pengadilan
kepada Ketua Negeri setempat.
Pengadilan
Negeri
setempat

11|Penandatangana a. Nota Dinas; 1 jam|Surat Penetapan Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS,

n permohonan
Surat Penetapan

b. Persetujuan konsep
Surat Penetapan

Persetujuan Penyitaan

maka ditandatangani oleh PPNS dan
atasan mengetahui dengan

Surat Penetapan
Persetujuan
Penyitaan
kepada Ketua
Pengadilan
Negeri setempat

Penyitaan dari
Pengadilan Negeri
setempat

Persetujuan Persetujuan membubuhkan tanda tangan disamping
Penyitaan Penyitaan  kepada tanda tangan PPNS.
kepada Ketua Ketua  Pengadilan
Pengadilan Negeri setempat.
Negeri
setempat
1 |Mengirimkan Surat Penetapan 2  |Surat Penetapan
2 |permohonan [P |Persetujuan Penyitaan | jam |Persetujuan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)

TENTANG

PENYITAAN DALAM KEADAAN SANGAT PERLU DAN MENDESAK
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13|{Membuat a. Surat Perintah 1 jam|Konsep Surat Perintah
konsep Surat Penyidikan; Penyegelan dan/atau
Perintah b. Surat Perintah Pembungkusan barang
Penyegelan Tugas; bukti dan/atau
dan/atau o Surat pemasangan
Pembungkusan Pemberitahuan immigration line
barang bukti Dimulainya
dan/atau Peny|d|kan,
pemasangan d. Surat IZin/lZin
immigration line Khusus Penyitaan;
e. Surat Perintah
Penyitaan;
f E&Eﬁng bukti dan alat
14/|Memeriksa Konsep Surat Perintah |1 jam|Persetujuan Surat
konsep Surat Penyegelan dan/atau Perintah Penyegelan
Perintah Pembungkusan barang dan/atau
Penyegelan bukti dan/atau Pembungkusan barang
dan/atau pemasangan bukti dan/atau
Pembungkusan immigration line pemasangan
barang bukti immigration line
dan/atau
pemasangan
immigration line
15|Menyampaikan Persetujuan Konsep 1 jam|a. Nota Dinas;

konsep Surat
Perintah

Surat Perintah
Penyegelan dan/atau

b. Persetujuan Konsep
Surat Perintah
Penyegelan




TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOPAP)

PENYITAAN DALAM KEADAAN SANGAT PERLU DAN MENDESAK

Penyegelan Pembungkusan barang dan/atau
dan/atau bukti dan/atau Pembungkusan
Pembungkusan pemasangan barang bukti
barang bukti immigration line dan/atau
dan/atau pemasangan
pemasangan immigration line .
immigration line
16/Penandatangan a. Nota Dinas; 1 jam|Surat Perintah Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS,
an Surat b. Persetujuan Konsep Penyegelan dan/atau |maka ditandatangani oleh PPNS dan
Perintah Surat Perintah Pembungkusan barang |atasan mengetahui dengan
Penyegelan Penyegelan bukti dan/atau membubuhkan tanda tangan disamping
dan/atau dan/atau pemasangan tanda tangan PPNS
Pembungkusan Pembungkusan immigration line
barang bukti barang bukti
dan/atau - dan/atau
pemasangan pemasangan

immigration line

immigration line .

17

Pelaksanaan
penyegelan
dan/atau
pembungkusan
barang bukti
dan/atau
pemasangan
immigration line

a. Surat Perintah
Penyegelan
dan/atau
Pembungkusan
barang bukti
dan/atau
pemasangan
immigration line;

b. Barang bukti dan alat
bukti.

2 jam

.. Barang bukti sudah
disegel dan/atau
dibungkus;

b. Berita Acara
Penyegelan
dan/atau
Pembungkusan
dan/atau
pemasangan
immigration line.

Dalam hal barang tersebut merupakan
barang bergerak dititipkan ke Rupbasan
atau kantor PPNS Keimigrasian, namun
apabila barang tersebut merupakan
barang tidak bergerak maka diamankan
dengan immigration line

18

Pelaksanaan
penitipan atau
penyimpanan
barang bukti

a. Berita Acara
Penyegelan
dan/atau
Pembungkusan
dan/atau
pemasangan
immigration line ;

b. Barang bukti dan alat
bukti.

2 jam

a. Barang bukti
dititipkan atau
disimpan;

Berita Acara Serah
Terima/Berita

. Acara
Penyimpanan
barang bukti.




